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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan, sistem administrasi perpajakan
di Indonesia akan terus mengalami perkembangan. Sistem DJP Online dan Coretax
DJP memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam implementasinya,
sistem coretax jauh lebih efisien dari pada sistem DJP Online karena seluruh data
wajib pajak telah terintegrasi dalam satu platform. Perhitungan bulanan dengan
Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan (TER) di Coretax menyederhanakan kewajiban
wajib pajak dan beberapa tahapan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan
terpisah kini dapat dilakukan secara otomatis dalam satu sistem. Wajib pajak tidak
perlu repot untuk membuat kode billing secara manual melalui e-Billing di DJP
Online karena dengan sistem Coretax DJP, kode billing tersebut otomatis terbit
setelah SPT Masa disimpan. Ketika kode billing telah dibayar SPT Masa PPh 21
akan otomatis terlapor, wajib pajak tidak perlu menuliskan NTPN seperti pada
sistem sebelumnya. Dengan demikian proses pelaporan menjadi lebih ringkas dan
meminimalkan risiko kesalahan input.

Tampilan sistem coretax yang lebih modern dan user friendly serta
mengintegrasikan seluruh proses dalam satu platform memberikan kenyamanan
dan mempermudah wajib pajak dalam penggunaan sistem, sehingga wajib pajak
tidak perlu menggunakan banyak aplikasi untuk melaksanakan kewajiban
perpajakan. Meskipun masih terdapat kendala dan membutuhkan waktu untuk
adaptasi dengan sistem baru, namun secara umum coretax membawa perubahan
positif yang mendukung efisiensi dan efektivitas dalam administrasi perpajakan di

Indonesia.

5.2 Saran
Mengingat bahwa sistem administrasi perpajakan di Indonesia terus
berkembang dan adanya transisi menuju sistem Coretax DJP yang lebih terintegrasi,

sangat disarankan agar wajib pajak selalu melakukan pelaporan SPT Masa PPh 21
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jauh-jauh hari sebelum batas waktu yang ditentukan. Meskipun sistem Coretax DJP
menawarkan efisiensi dan otomatisasi, masa adaptasi terhadap sistem baru selalu

membutuhkan waktu.

Melakukan pelaporan lebih awal dapat meminimalkan risiko kendala teknis.
Jika terjadi gangguan sistem atau masalah koneksi internet, ada cukup waktu untuk
mencari solusi dan juga dapat menghindari penumpukan akses sistem yang sering
terjadi mendekati batas waktu pelaporan, mencegah potensi perlambatan atau
gangguan. Pada tempat PKL juga dapat memberikan pemahaman atau

pembelajaran bagi karyawan baru atau karyawan yang belum paham.
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